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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Bidang teknologi informasi yaitu bidang usaha yang mengalami 

perkembangan yang paling cepat di antara sektor-sektor usaha lainnya. 

Suatu terobosan terbesar dalam 3 dekade belakangan ini adalah 

perkembangan interconnection network ataupun biasa disebut dengan 

internet dan aksesibilitas internet bagi masyarakat secara luas. 

Implementasi internet sudah berakar dalam kehidupan masyarakat modern 

mulai dari aktivitas menjelajah internet (browsing), berkomunikasi antar 

pengguna pada internet menggunakan media seperti e-mail dan aplikasi 

sosial media lainnya, hingga pada hal yang bersinggungan langsung 

dengan hukum seperti membuat kontrak, memberi tanda tangan elektronik 

dan melakukan praktik jual beli pada internet. 

Perkembangan sektor teknologi yang menggerakkan dunia dari 

masa industrialisasi menuju ke era informasi yang kemudian menciptakan 

masyarakat informasi ataupun (information society). Sekumpulan orang 

yang tenaga kerja masyarakatnya sebagian besar berprofesi di bidang 

informasi merupakan definisi dari information society, mangkanya 

membuat informasi menjadi menjadi suatu elemen pokok dalam 
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kehidupan.1 Dengan adanya kemajuan teknologi ini menciptakan sebuah 

ekosistem baru yang bebas tanpa ada batasan ruang dan waktu yang 

menyebabkan orang-orang bisa secara mudah saling terhubung langsung 

pada internet, hal ini merupakan faktor utama penyebab perdagangan 

elektronik kian populer. 

Perdagangan elektronik ataupun biasa disebut e-commerce adalah 

peristiwa hukum antara dua pihak (pembeli dan penjual) yang dilakukan 

tanpa adanya pertemuan secara langsung tetapi menggunakan internet 

yang diaturkan pada sebuah perjanjian elektronik (electronic commerce) 

yang mana menggunakan dan memanfaatkan media elektronik dan internet 

sebagai media agar melakukan transaksi jual beli secara tidak langsung.2 

Buat memenuhi kebutuhan hidupnya manusia melakukan 

hubungan hukum antara satu sama lain setiap harinya seperti melakukan 

transaksi jual beli yang ialah jenis dari perjanjian ataupun kontrak. Dengan 

berkembangnya pemakaian internet di kalangan masyarakat, disebabkan 

berkembangnya perdagangan elektronik yang transaksinya dituangkan 

pada bentuk kontrak elektronik. Kontrak elektronik yaitu perjanjian yang 

atas kesepakatan mengikat dua belah pihak ataupun lebih yang dilakukan 

pada medium internet ataupun online. Kelebihan dari kontrak elektronik 

ini sendiri dibandingkan dengan kontrak konvensional adalah dua belah 

                                                             
1 Everet M. Rogers, 1986, “Teknologi Komunikasi: Media Baru Dalam Masyarakat”, 

Diterjemahkan oleh Zulkarnain Mohd., Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlmn. 11. 
2 Alwendi, 2020, “Penerapan E-Commerce dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha”,  

Jurnal Manajemen Bisnis, Vol.17, No.3, hlmn. 318. 
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pihak tidak diwajibkan untuk bertemu secara tatap muka langsung hingga 

menghemat biaya serta waktu yang dikeluarkan.  

Hukum terus berevolusi dan sifatnya dinamis, mangkanya hukum 

diwajibkan sifatnya adaptif dan mempunyai ruang untuk perubahan 

khususnya buat menghadapi problematika-problematika pada era digital. 

pada pembangunan infrastruktur hukum aparat wajib memanfaatkan 

teknologi informasi berbentuk e- cyberlaw, e-commerce, e-goverment, e-

bussines dan e-procurement. Di mana hal itu akan mendorongkan sasaran 

pembangunan pada masa industri 4.03 

Terobosan dalam lapangan hukum dan transaksi elektronik dalam 

masa industri 4.0 adalah eksistensi dari smart contract. Smart contract 

merupakan rangkaian lanjutan pada cara menerapkan teknologi blockchain 

sesudah penemuan cryptocurrency. Smart contract yaitu suatu program 

komputer yang intinya adalah suatu perjanjian elektronik pada sistem 

dalam basis data blockchain yang bertujuan sebagai protokol ketikan 

menjalanin suatu perjanjian ataupun kontrak antara pihak yang bisa 

mengeksekusikan klausa perjanjian secara otomatis.4 

Pendapat ini  bermula dinyatakan pada Nick Szabo jika Smart 

Contract yaitu “protokol transaksi yang terkomputerisasi yang 

                                                             
3 Benny Riyanto, 2020, “Membangun Hukum Nasional pada Era 4.0”, Jurnal 

Rechtsvinding, Vol.9, no.2, hlmn.162–63. 
4 Bima Danubrata Adhijoso, 2019 ”Legalitas Menerapkan Smart Contract pada Asuransi 

Pertanian Pada Indonesia”, Jurist-Diction, Vol.2, No.2, hlmn. 395–414. 
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mengeksekusikan ketentuan dalam kontrak.”5 Nick Szabo menjelaskan 

tujuan pemakaian smart contract merupakan “objektif dari desain smart 

contract merupakan buat memenuhi pasal-pasal yang lazim ada pada 

perjanjian (seperti cara pembayaran, hak gadai, dan cara penegakan dari 

kontrak itu), meminimalisir pengecualian baik secara sengaja maupun 

tidak sengaja, dan meminimalisir kebutuhan atas pihak ketiga. Dan juga 

mempunyai tujuan ekonomis seperti meminimalisir kemungkinan 

penipuan, dan menurunkan biaya penegakan, arbitrase dan biaya-biaya 

lainnya.6” 

Berdasarkan penjelasan diatas, jika smart contract bisa 

dilaksanakan tak memerlukan keberadaan pihak ketiga, dan selanjutnya 

transaksi dikerjakan bisa dilacakkan dan tak bisa dirubah dan sudah 

memuat tentang informasi dan klausa yang tertuang di kontrak serta 

ketentuan dan cara mengeksekusikan janji itu. Smart contract dapat 

mempermudah dan mengefisienkan proses jual beli yang dilakukan di 

dalam e-commerce dikarenakan smart contract mensimplifikasi dan 

mengotomatisasi proses transaksi jual beli hingga penjual juga pembeli tak 

diwajibkan untuk bertemu langsung agar melakukan proses jual beli.7 

                                                             
5Alexander Sugiharto-Muhammad Yusuf Musa, 2020. Blockchains & Cryptocurrency 

pada Perspektif Hukum pada Indonesia maupun Dunia. Bandung: Perkumpulan Kajian Hukum  

INDONESIAN LEGAL STUDY FOR CRYPTO ASSET AND BLOCKCHAINS, hlmn. 86. 
6Ibid. 
7Filippi-Primavera-Giovanni Sileno , 2021 Chris Wray, “Smart Contracts”, Internet 

Policy Reviews Vol.10, no.2, hlmn. 122. 
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 Marketplace e-commerce yang menggunakan teknologi smart 

contract merupakan Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan jual-

beli pada basis digital yang besar yang berada pada Indonesia. 

Tokopedia.com secara resmi meluncur ke publik di tanggal 17 Agustus 

2019 dalam naungan PT.Tokopedia dibangun pada William Tanuwijaya 

dan Leontinus Alpha.8 Tokopedia sebagai e-commerce yang pada 

praktiknya menggunakan teknologi smart contract pada setiap aktivitas 

transaksinya memudahkan setiap perseorangan ataupun pelaku usaha pada 

Indonesia agar mengembangkan serta memperluas jangkauan bisnis 

mereka pada media internet secara gratis dan mudah, serta teknologi smart 

contract ini memberi pengalaman jual beli online yang lebih mudah dan 

aman baik untuk individu ataupun para pelaku usaha. 

Dalam ketetapan Hukum Perdata pada Indonesia, jika smart 

contract bisa digunakan sebagai sebuah perjanjian yang sah smart contract 

itu wajiblah terpenuhi syarat sahnya perjanjian yang diaturkan di Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata di mana terdapat kewajiban antara pihak-

pihak buat mencukupi syarat subjektif dan syarat objektif.9 

Pada praktiknya, pemakaian smart contract memunculkan  

problematika-problematika hukum yang mempunyai risiko pada pihak 

yang melasanakan transaksi jual beli menggunakan e-commerce yaitu 

                                                             
8Tokopedia. “Tentang Kami” pada https://www.tokopedia.com/about/our-story/ 

diakseskan pada hari Senin, tanggal 11-09-2023 pada waktu 18.23 WIB 
9R. M. , 2011, “keabsahannya Perjanjian pada Klausul Baku”, Jurnal Hukum Ius 

QuiaIustum 17, no. 4, hlmn. 651–670. 

https://www.tokopedia.com/about/our-story/
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mengenai pemenuhan syarat subjektif serta syarat objektif muncul pada 

perjanjian dikarenakan smart contract dibuat secara otomatis dan 

mempunyai sifat self-executing.10 Eksekusi otomatis ini dilakukan 

menggunakan bahasa pemrograman ataupun kode-kode komputer yang 

menerjemahkan frasa hukum menjadi suatu program yang bisa dijalankan. 

Dengan adanya sifat self-executing ini membuatkan smart contract 

menjadi perjanjian baku ataupun kontrak baku. Pada kontrak baku sering 

dimasukkan klausa exemption clause. Klausa ini membatasi ataupun 

bahkan dihilangkannya pembatasan bertanggung jawab satu pihak kepada 

risiko yang mungkin ada kemudian hari. Yang berarti pihak penjual bisa 

menentuin isi kontrak pada satu pihak. 

Berdasarkan uraian diatas, smart contract yaitu suatu produk 

kemajuan pada bidang teknologi yang mempunyai fungsi agar 

disederhanakan dan mempermudah proses bertransaksi, dapat 

menimbulkan suatu problematika hukum jika dilihat dari segi keabsahan 

seperti yang diaturkan pada hukum perdata pada Indonesia yang mana hal 

itu akan punya dampak pada kepentingan pihak pembeli yang 

melaksanakan jual-beli pada media e-commerce dikarenakan sifat dari 

smart contract yang sifatnya otomatis itu bisa diklasifikasikan sebagai 

perjanjian baku. 

                                                             
10Ajib Susanto-Teresa Enades Hari Setia, 2019, ‘Smart Contract Blockchains Pada E-

Voting’, Jurnal Informatika Upgris Vol.5, no. 2,  hlmn. 26. 
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Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik buat menelitikan 

dan membahas problematika ini pada bentuk skripsi yang berjudul 

ANALISIS HUKUM  BENTUK DAN KARAKTERISTIK SMART 

CONTRACT PADA PLATFORM PERJANJIAN ELEKTRONIK 

TOKOPEDIA 

B. Rumusan Masalah 

Atas dasar jabaran latar belakang masalah, rumusan masalahnya 

berupa : 

1. Bagaimana bentuk dan karakteristik smart contract menurut hukum di 

Indonesia? 

2. Bagaimana kepastian hukum atas penggunaan smart contract dalam ruang 

lingkup platform perjanjian elektronik di Tokopedia 

C. Tujuan Peneltian 

Sesuai pada rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik dan bentuk smart 

contract menurut hukum di Indonesia 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum atas penggunaan 

smart contract dalam ruang lingkup platform perjanjian elektronik di 

Tokopedia 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian dibagikan 2 manfaat 

yakni manfaat teoritis serta manfaat praktis. 
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1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian bisa menyumbang pengetahuan 

dalam lingkup perkembangan hukum perdata khususnya mengenai 

analisis hukum dari smart contract dan karakteristiknya pada masa 

perkembangan teknologi yang sudah memasuki era Web3 dan 

metaverse. 

2. Manfaat Praktis  

a. Mahasiswa  

Pada pesatnya perkembangan dalam bidang teknologi dan 

informasi mahasiswa dituntut untuk selalu mengikuti, menelaah 

dan mempelajari isu-isu hukum terbaru. Penelitian Hukum ini 

diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan 

mahasiswa mengenai keabsahan smart contract pada platform e-

commerce dan karakteristik dari bentuk perjanjian smart contract 

itu sendiri. 

b. Pelaku Usaha e-commerce 

Penelitian Hukum ini diharapkan dapat memberi kesadaran 

kepada pelaku usaha terkhusus pelaku usaha e-commerce tentang 

keabsahan dan legalitas dari teknologi smart contract yang 

digunakan di dalam sistem e-commerce yang mereka kelola. 

c. Pengguna e-commerce 
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Penelitian Hukum ini diharapkan dapat mengedukasi 

masyarakat mengenai jenis perjanjian baru smart contract yang 

mereka gunakan dalam aktivitasnya melakukan jual beli di e-

commerce juga mengetahui keabsahan dan karakteristik dari janji 

buat jual beli yang mereka lakukan sehari-hari di e-commerce 

supaya konsumen tidak dirugikan dalam janji itu.. 

d. Pemerintah 

Penelitian hukum ini bisa membantukan pemerintahan 

ketika mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai smart 

contract guna menjadi bahan masukan untuk peraturan-peraturan 

mengenai smart contract ataupun kontrak elektronik di masa 

depan. 

E.  Ruang lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian yaitu mengkaji dan menganalisis bentuk 

perjanjian smart contract dan karakteristiknya dalam ruang lingkup 

platform perjanjian elektronik e-commerce Tokopedia. 

F. Kerangka Teoretis 

1. Teori Perjanjian         

Perjanjian diaturkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

khususnya di buku 3 di pasal 1313 mengaturkan jika perjanjian merupakan 

aktivitas yang mana tiap orang setuju buat mengikat dirinya pada pihak 

lainnya. Meskipun sudah dijelaskan di pasal itu secara sederhana yang 

menggambarkan ada pengikatan antara dua belah pihak ataupun lebih 
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yang saling mengikat diri, definisi dari pasal itu tidak begitu lengkap, 

namun bisa diambil kesimpulan jika jelas adanyaa satu pihak yang 

mengikat diri pada pihak lainnya pada suatu perjanjian.11 Berikut adalah 

Definisi perjanjian dilandaskan berbagai ahli : 

a. Pendapat R. Subekti 

Perjanjian ialah peristiwa satu orang berjanji ke pihak lainnya 

ataupun  dua orang sepakat untuk berjanji agar mengerjakan hal.12 

b. Pendapat Sudikno Mertokusumo 

Perjanjian pada suatu hubungan hukum diantara 2 orang ataupun 

lebih yang didasarkan pada kesepakatan dan juga memunculkan  

hukum.13 

c. Pendapat Maryati Bachtiar 

Perjanjian merupakan perbuatan hukum diantara satu orang 

bersama orang laim yang didasari kesepakatan, yang menghasilkan hak 

dan kewajiban yang mengikatkan buat pihak yang menjalankan 

perjanjian.14 

Untuk melakukan suatu perjanjian tentu ada berbagai hal yang 

wajib dipenuhi supaya janji itu sah di pada hukum dan tidak adanyaa 

cacat secara formil maupun materil. Terhadap hal itu Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata sudah mengaturkan perihal syarat sah perjanjian 

                                                             
11Ahmadi & Sakka, 2018, Hukum ikatan (Menjelaskan Makna Pasal 1233 hingga 1456 

BW), Tangerang: Rajawali Pers, hlmn. 63. 
12 Surbekti.R, 2005, Pokok Hukum pdt, Bandung : PT.Intermassal,  hlmn. 5. 
13Sudikno Mertokusumo, 2011, Mengetahui Hukum ed. revisi, Jakarta: Cahya  Pustaka, 

hlmn. 103. 
14Maryati Bachtiar, 2007, Buku pelajaran Hukum ikatan, Lampung: Wira Irzani, hlmn. 6. 
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di pasal 1320 KUHPerdata. Di pasal itu dijelaskan jika syarat sah 

perjanjian diantaranya :  

1. Sepakat diantara dua pihak yang saling mengikatkan diri 

Perjanjian lahir didasarkan dari kesepakatan. Sepakat di sini 

diartikan jika pihak yang ingin mengikatkan dirinya saling memberi 

kehendak serta ditemukannya pencapaian satu kehendak yang bisa 

dirasain secara timbal balik antara pihak.15 

2. Cakap 

Pasal 330 KUHPer mengaturkan tentang kecakapan. Jika orang 

cakap ataupun dewasa yaitu yang menginjakkan umur 21 tahun ataupun 

telah kawin. Dan dijelasin di pasal 433 KUHPerdata jika orang tidak 

bercakap agar melaksanakan tindakan hukum ialah orang berada pada 

bawah umur dan pengampuan karena gangguan jiwa, mata gelap, bodoh, 

lemah akal ataupun boros. Dua ciri diatas dinyatakan tidak bercakap 

wajib diwakili oleh wali mereka jika ingin melakukan suatu perbuatan 

hukum. 

3. Suatu hal tertentu 

Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan jika pokok dari menjanjikan  

barang minimum wajib ditentuin jenis dari barang yang diperjanjikan. 

Selanjutnya dijelaskan di pasal 1332 jo Pasal 1334 KUHP yang 

menentuin jika barang yang diserahkan bisa dijadikan pada objek 

perjanjian menggunakan sebagian ketentuan penjelasan. 

                                                             
15Ibid., hlmn. 60. 
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4. Klausa yang halal 

Syarat akhir dari perjanjian yang diaturkan oleh KUHPerdata 

merupakan klausa yang halal yang diaturkan di pasal 1337 KUHPerdata 

yang menyatakan jika klausa yang halal ialah ketika tak dilarangkan pada 

Undang-Undang, tak bertentangan pada kesusilaan serta tidak 

bertentangan pada ketertiban umum. 

Syarat ke 1 dan ke 2 adalah unsur dan syarat subjektif dari 

perjanjian. jika suatu ataupun dua dari persyaratan ini tidak terpenuhi 

maka akibatnya janji itu bisa dibatalin pada  pihak yang merasa dirugiim 

atas terjadinya janji itu. 

Syarat ke 3 dan ke 4 adalah unsur dan syarat objektif dari 

perjanjian. Jika dua dari syarat ini tidak dipenuhi maka adanyaa akibat 

hukum di mana janji itu batal demi hukum yang berarti janji itu 

dianggapkan tidak  dibuat. 

Aktivitas jual beli merupakan sebuah perjanjian adanyaa dua 

orang ataupun lebih setuju buat mengikat dirinya. hal ini penjual dan 

pembeli. Aktivitas jual beli diaturkan pada KUHPerdata di pasal 1457 

hingga di pasal 1540. Di pasal 1457 KUHPer, jual beli merupakan 

persetujuan diantara dua pihak di mana pihak yang satu mempunyai 

kewajiban buat menyerahin suatu benda dan pihak yang satunya 

mempunyai kewajiban buat membayarkan harga dari suatu yang 
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diperjanjikan itu.16 

Aktivitas jual beli menggunakan Smart Contract pada platform e-

commerce juga adalah suatu bagian dari perjanjian, Mangkanya, sangat 

menarik untuk ditelusuri mengenai legalitas dan karakteristik dari Smart 

Contract yang yang digunakan pada platform e-commerce Tokopedia. 

2. Teori Konsensus 

Yang diartikan sebagai konsensus adalah kesepakatan ataupun 

kesesuaian kehendak. Kesepakatan ialah pihak yang ingin mengikatkan 

dirinya saling menyatain kehendak dan ditemukannya pencapaian satu 

kemauan yang bisa dirasa secara berbalas antara pihak.17 Sepakat dalam 

suatu perjanjian bisa didapatkan pada penawaran (offerie) dan 

penerimaan (acceptatie). Penawaran (offerie) adalah suatu pernyataan 

yang hendak yang berisi tawaran buat melakukan perjanjian, di mana 

pada penawaran itu adanyaa unsur esensialia dari perjanjian yang bisa 

dibuatkan itu. Sementara penerimaan (acceptatie) adalah pernyataan 

berkehendak tanpa persyaratan buat menerimakan tawaran janji itu.18 

Dengan adanyaanya unsur penawaran (offerie) dari suatu pihak, 

yang diikutkan pada penerimaan dari tawaran itu (acceptatie) yang 

dilakukan pada pihak lainnya, bisa dibilang sudah dibuatnya suatu 

                                                             
16Lily Haryati, “Menganalisis Yuridis Melindungi Hukum kepada Korban Penipuan Atas 

Jual Beli Barang Elektronik pada Online pada Indonesia dan Malaysia”,pada 

http://repository.uib.ac.id/154/5/S-0951015-Chapter2.pdf.pdf, diakseskan pada hari Selasa, 5-09-

2023, Pada waktu 15.01 WIB hlmn. 7. 
17Maryati Bachtiar Op. Cit, hlmn. 60. 
18Academia.edu, Teori Kesepakatan, pada 

https:/www.academia.edu/24560772/Teori_Kesepakatan, diakseskan pada hari Selasa, tanggal 05-

09-2023, Pada waktu 17.40 WIB. 

http://repository.uib.ac.id/154/5/S-0951015-Chapter2.pdf.pdf
http://www.academia.edu/24560772/Teori_Kesepakatan
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perjanjian. Hal ini dikarenakan kata sepakat bermaksud untuk 

menciptakan suatu kondisi untuk pihak pihak yang mengadakan janji itu 

mencapai suatu kehendak.19 

Untuk mencapai kesepakatan antara 2 ataupun lebih pihak wajib 

mempunyai kehendak yang dapat mengikatkan diri buat memenuhi hak-

hak dan kewajiban dari setiap pihak yang ada. Selanjutnya, kehendak ini 

wajib diinformasikan kepada pihak lain. Dengan kata sepakat bisa 

memunculkan suatu perjanjian, di mana janji itu bisa menimbulkan 

perikatan. Akibatnya, tercapainya kata sepakat akan mengikat pihak buat 

memenuhi janji itu. 

Terpenuhinya kata sepakat bisa dilakukan secara tertulis maupun 

secara lisan. Sepakat secara lisan bisa dilakukan dengan mengatakan 

kalimat seperti oke, setuju, deal dan sebagainya. Sementara, secara 

tertulis sepakat bisa dilakukan dengan cara membubuhkan tanda tangan 

di bawah pernyataan tulisan sebagai bukti jika pihak sudah setuju dan 

saling mengikatkan atas segala hal yang tertulis di dalam tulisan itu. 

Tentang saat terjadinya suatu kesepakatan adanyaa berbagai teori 

yang mencoba untuk menjelaskan waktu terjadinya kesepakatan itu, 

antara lain: 

1) Teori Penerimaan 

Teori penerimaan menjelaskan perjanjian terjadi sesudah 

penerimaannya sudah sampai kepada pihak yang menawarkan dan pihak 

                                                             
19Ibid. 
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itu sudah mengetahui ataupun sudah dapat mengetahui.20 

2) Teori Pernyataan 

Dalam teori pernyataan adanyaa perbedaan yaitu, yang sifatnya 

menentukan adalah saat di situ diberi pernyataan atas diterimanya 

penawaran itu.21 

3) Teori Pengiriman 

Teori ini berpendapat jika persetujuan diberi ketika hal yang 

diperjanjikan sudah dikirimkan.22 

4) Teori Pengetahuan 

Dalam teori ini memberi penjelasan ketika pihak yang membuat 

penawaran wajib sudah mengetahui tentang menerima tawarannya.23 

G. Metode Penelitian 

Dalam tulisan skripsi, penulis menggunakan metode yaitu :  

1. Tipe Penelitian  

Skripsi ini dalam tulisannya menggunakan metode penelitian 

hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian 

memfokuskan serta mengacukan di norma, kaidah, asas hukum dengan 

adanyaa pada aturan undang-undang dan keputusan pengadilan yang 

mana hukum dipandang seperti yang tertulis pada peraturan undang-

undang yang tertulis (law in books) ataupun hukum dipandang menjadi 

                                                             
20 Vollmar, 1984, Mengantarkan Studi Hukum Perdata, Bandung: Penerbit CV Rajawali,  

hlmn. 147. 
21Ibid, hlmn. 148. 
22Ibid. 
23Ibid. 
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kaidah dan ataupun norma yang menjadi tolak ukur prilaku manusia yang 

dianggapkan pantas di masyarakat.24 Yang selanjutnya dihubungkan pada 

problematika-problematika yang menjadi inti dari pembahasan yaitu isu 

hukum mengenai analisis hukum bentuk perjanjian smart contract pada 

platform e-commerce Tokopedia, baik mengenai keabsahan dari 

pemakaian smart contract pada jual beli di e-commerce, bentuk 

perjanjian smart contract dan karakteristik dari bentuk perjanjian smart 

contract digunakan di platform e-commerce Tokopedia. 

 

2. Pendekatan Penelitian  

Sehubungan tulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian 

normatif yuridis maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan undang-undang juga pendekatan analitis. 

a. Pendekatan undang-undang (statute approach). 

 Statute approach ataupun pendekatan undang-undang merupakan 

pendekatan yang dilakukan pada cara meneliti serta mengkaji seluruh 

peraturan undang-undang maupun regulasi mempunyai sangkut paut dan 

hubungan pada isu hukum dibahas.25 

Pada penelitian yang menggunakan pendekatan undang-undang 

ataupun statute approach peneliti diwajibkan untuk memahami asas-asas, 

dan hirarki dari peraturan undang-undang. Di pasal 1 angka 2 Undang-

                                                             
24 Zainal Asikin dan Amiruddin 2012,  Mengantar Metode Penelitian Hukum, Bandung: 

Grafindo Raja hlmn. 118. 
25Peter Marzuki Mahmud, 2016, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), cet.12, Bandung: 

Prenada Media Group, hlmn. 93. 
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Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan jika peraturan undang-

undang merupakan peraturan tulisan dibuatkan pada lembaga negara 

ataupun pejabat punya wewenang serta mengikatkan secara hukum. Pada 

definisi itu bisa dibilang yang dimaknai statute disini yakni regulasi juga 

legislasi. Mangkanya pendekatan peraturan undang-undang merupakan 

pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi.26 

 

b. Pendekatan analisis (analytical approach)  

Pendekatan analisis ataupun analytical approach merupakan 

pendekatan yang menganalisis hukum untuk menelaah dan memahami 

arti yang berada pada istilah yang ada dan terkandung pada peraturan 

undang-undang secara konsepsional.27 

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum Penelitian 

Data digunakan di skripsi yaitu data sekunder, di mana data 

sekunder merupakan data didapatkan pada bahan pustaka. ketika 

menggunakan penelitian hukum data sekunder di tiga sumber bahan 

hukum mebgikatkan yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum sifatnya otoritatif, berarti mempunyai wewenang. 

Ketika undang-undang dibuat dan putusan hakim, bahan hukum primer 

                                                             
26Ibid, hlmn. 97. 
27Johnny. 2006. Teori serta Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia 

Publishing, hlmn. 310. 
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terdiri dari catatan resmi, risalah, dan peraturan perundang-undangan.28 

Berikut merupakan sumber hukum primer: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Staatsblad Tahun 1847 

no. 23 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai 

Informasi dan Transaksi Elektronik. (lembar Negara 

Republik Indonesia  no. 58 Tahun 2008) 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Perubahan 

Dua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai 

Informasi dan Transaksi Elektronik (lembar Negara 

Republik Indonesia no.1 tahun 2024) 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai 

Perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (lembar 

Negara Republik Indonesia  no. 251 tahun 2016) 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 

2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik (lembar Negara Republik Indonesia no.185 

tahun 2019) 

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 

Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi (lembar Ngegara Republik 

                                                             
28Peter Marzuki Mahmud, Op.Cit., hlmn. 141. 
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Indonesia no.324 tahun 2016) 

       b. Bahan Hukum Sekunder 

publikasi hukum seperti buku teks, kamus hukum, jurnal, dan 

komentar keputusan pengadilan yang tidak termasuk dalam dokumen 

resmi.  Penulis penelitian ini menggunakan buku berteks hukum dan 

jurnal hukum sebagai sumber hukum sekunder.29 

c. Bahan Hukum Tersier 

merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer 

dan sekunder, seperti kamus hukum dan situs web. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Pengumpulan data memakaikan studi kepustakaan ataupun 

research library dilaksanakan guna mengumpulin berbahan hukum 

primer, sekunder juga tersier yang berhubungan pada masalah hukum 

sedang dikaji di mana selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori 

yang bisa digunakan sebagai pedoman. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum  

Metode analisis bahan hukum akan digunakan ialah ketika 

menggunakan metode preskriptif. Metode preskriptif merupakan suatu 

metode penelitian yang mempunyai tujuan agar memperoleh saran 

mengwnai hal yang wajib dilakukan guna menjawab masalah-masalah 

                                                             

29 Ibid., hlmn.141. 
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tertentu yang bisa menciptakan argumentasi, teori ataupun konsep baru 

sebagai jawaban ketika mengatasi suatu permasalahan yang sedang 

dihadapi.30 Penelitian ini juga mendekat ke arah metode tulisan 

kualitatif, di mana analisis pada penelitian  ini bisa dijabarkan secara 

jelas serta sistematis ketika akan menggunakan kalimat yang sesuai 

hingga memberi kemudahan bagi pembaca ketika memahami 

kesimpulan yang diharapkan akan memberi solusi dari masalah pada 

tulisan penelitian. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Teknik penarikan kesimpulan digunakan yaitu metode deduktif, 

mempunyai pangkal dari prinsip dasar, menggunakan konstruksi 

penalaran yang mana penulis mendapat kesimpulan berdasarkan hal  

yang sifatnya umum kepada hal yang sifatanya khusus. Penerapan 

metode deduksi ini berdasar dari mengajukan premis mayor lalu 

diusulkan premis minor. Yang selanjutnya dua premis itu ditarik sebuah 

kesimpulan31 hingga dapat menjawab isunya. 

 

 

 

 

                                                             
30 Ibid., hlmn. 42. 

31Ibid., hlmn. 41. 
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